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BUPATI BENGKULU TENGAH 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH 
NOMOR ..q TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2013 
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTU AN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKULU TENGAH, 

Menimbang: a . bahwa untuk efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas 
pengelolaan belanja bantuan sosial yang bersumber dari 
APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap 
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 ten tang Tata 
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan ... Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring 
dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bengkulu Tengah; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 
dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu 
Tengah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); I 
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4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4870); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lemb~an Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagrumana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9 . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 99 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pen~apatan d3? 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indones1l_ 
Tahun 2019 Nomor 1560); '{ 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 
03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 
03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 
2014 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 
2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02); 

13. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 51 Tahun 
2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 
Tengah Tahun 2018 Nomor 51); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI 
BELANJA BANTU AN SOSIAL YANG BERS UMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU TENGAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 ten tang 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung­
jawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bengkulu Tengah diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 5 

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada 
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan 
daerah. 

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 
wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas 
dan manfaat untuk masyarakat. 

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (3), ayat (4) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat 
baru yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai 

berikut: ' 
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Pasal 19 

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas bantuan 
sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan 
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah 
jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan 
APBD. 

(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas 
usulan kepala O PD. 

(4) Jumlah pagu usulan kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial 
yang berdasarkan usulan dari calon penerima. 

(5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan 
akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat 
penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan 
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau 
keluarga yang bersangkutan. 

(6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi 
anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Diundangkan di Karang Tinggi 
pada tanggal l'; f€So~~, 2020 

/}_ SEKRETARIS DAERAH I 
f KABUPATEN BENGKULU TENGAH, 

EDY HERMANSYAH 

Ditetapkan di Karang Tinggi 
pada tanggal n, ?J, 2020 

/ BUPATI BENGKULU TENGAHJ 

JH. FERRY RAMLI f 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 
NOMOR ... 1 .. 
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